Model Pemanfaatan Sumberdaya Ikan dan Ekosistemnya
Melalui Kegiatan Perikanan Tangkap Berkelanjutan di Kawasan
Konservasi Laut dalam Perspektif Kelembagaan

Mustaruddin

1 Perlindungan sumberdava ikan dan ekosistemnya di kawasan konservasi laut

Menunit Undang-undang, Nomor 5 Tahun 1990, perlindungan sumberduya alam terutama pada sistem
penyangga kehidupan ditujukin bugi terpeliharanva proses ekologis vang menunjang kelangsungan
kehidupan dalam kerangka peningkatan Kesejahteraan manusia dan kelestarian sumherdaya alam. Kawasan
konservasi laut termasuk sistem penyaugga kehidupan karena menyimpan hanyak sumberdaya ikan dan
biota laut lainnya, melestarikan ekosisten asli kawasan, melindungs fungsi pokok pemanfaatan kawasan.
dun menjamin pemanfaatan sutnberdaya ikan vang berkelanjutan.

Kawasan konservasi laut merupakan kawasun tempat terjadinya proses ckologis kehidupan berbagai jenis
ikan, terumbu karang, padang lamun, bukau, dan sebagainya dengan fungsi-fungsi tertentu yang ditetapkan
sehingga dianggap penting untuk dilakukan konservasi. Setiap jenis kawasan konservas laut ukun
mempertahankan munimal salah satu funpsi yang dapat menjamin kehidupn banyak makhluk dan
keberlangsungan pemanfastan bagi kehidupan manusia. Oleh karena maksud ini, muka Pemerintah
menelapkan beberapa jenss kawasan konservasi laut antara lain sebagal taman nasional laut, suaka
perikanan. dan taman wisata peraran. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 33 menyatakan bahwa
sumberdaya alam di kawasan konservasi terlindungi olch kegiatun . (3) pemanfaatan yang dupal
mengakibatkun perubahan terhadap keutuhan 2ona inti kawasan,{b) pernanfaatan yang ttdak sesuai dengan
fungs) kawasan.  Perubahan terhadap keutuhan zona inti kewasan dapat berups mengurangi,
menghilangkan fungsi dan luas zona inti kawasan, serts menamhah jenis biota yang asli di kawasan,

Dalam kaitan dengan perlindungan di kawasan konservasi laut. Undang-undang Nonor 31 Tahun 2004
mengisyaratkan untuk dilakukannya konservasi sumberdaya berupa konservasi ekosistem, konservasi jenis
ikan dan biota laut, Jan konservasi genelika. Perlindungan sumbcerdava ikan dapat berupa konservasi
sumberdaya tkan dan ekosstemnnya melalui pengawetan keanekaragaman jenis ikan yung dilindung:
beserta chosistemnya, perlindungan jenis ikan langka, dan pemantanian secara lestari sumberdaya kan
beserta ekosistemnya. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 mengisyaratkan bahwa Pemerimtah perlu
menetapkan jenis-jenis ikan yang dilindungi dan/atan inenetapkan lokasi perairan dengan fungsi Jindung
schingga sumberdaya ikan yang dikandungnva dilindungi sesuai wiri khas dan keasliannya.

2 Pola pemanfaatan vang berkelanjutan

Pemanfaatan sumberdaya ikan harus sepadan dengan status stok sumherdaya ikan yung dimanfuatkan
tersebut. Sebapal langkah awal, perlu ditetapkun acuan bugl.

{1) Jems dan ukuran ikan yang boleh dimanfaatkan.

(2) Alat tangkap dan armada penangkapan yang diperbolehkan.

(3) Syarat-syarat teknis penangkapan vang harus dipenuhi oleh nelayan Sesual peraturan perundang-

undangan yvang berlaku
(4) Sutat ramah lingkungan dari kegiatan penangkapan,
(5) Daerah, julur, dan waktu pemanfaatan.

Menurut Code d Conduct fur. Responsible Fisheries, untuk pengawasan di lapangan, perlu diambil
lungkah-langkah yang memastikan bahwa tiduk ada operusi penangkapan yung beroperasi kecuali yang
dizinkan dan menggunakan cura-cara vang konsisten sesuut peraturan perundang-undangan  Sedangkan
bilaterjadi kelebihan tangksp melampaul kapasitas, maka harus ditetapkan mekariisme untuk mengurangi
kapasitas ke lingkat yang scpadan dengan pemanlaatan lestari sumberdaya ikan terscbut, dan sedemikian
rupa mendorong para nelavan menjadi pelaku perikunan yang bertangeung jawab
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Disamping itu, perlu difakukan pemeriksaan intensit terhadap kinerja semua alut tangkap, teknologi
penangkapan, serta teknik pengendalian pencemaran dalam operasi. Untuk alat dan teknologi yang tidak
kensisten dengan mekanisme pemanfaatan berkelanjutan harus dihapus,  Tindakan penghapusan dan
lungkah konservasi serta pengelolsan vang sesuai dengan peraturan perundang-undengan juga harus
memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masvirakat lokal yang mata pencuhariannya dari kegiatan
pemanfaatan sumberdaya ikan dan biota lamnnya di Kswasan. Dalam kaitan in1, make penghapusan tersebut
harus disertai dengsn sosialisast alternatit baru yang lebih bisa diterima dan tidak mengancam kelestarisn
sumberdaya dan ekosisternnya.

Lungkah-langkah konservusi dan pengelolaun juga harus mempertimbangkan Jdampak sosial dan biaya
yang mungkin ditimbulkan  Keampuhan langkah-langkah tersebut harus dikaj! secara terus-menerus don
segera direvis bila ada informasi bare yang lebih baik. Untuk operasional nelayan, perlu diciptakan
teknologr penangkapan ysng memimmumkan dampak negatit. Secara spesitik, teknologi tersebut dapat
menyangkut ukuran mata yarmg, ukuran ikan, perlengkapan alat tangkap, munimalisir ikan buangan, dan
lam-Jain.

Dulom kaitan dengan sumberdaya ikan yang menipis aluu lerancam penipisannya, perlu langkah introduks:
vung memberikan kemudahan untuk pernulihan berkelanjutan dari stock tersisa, Hal ini dapat dilakukan
mclalut berbagar lungkah penehtian pengembangan yang bersifel pembiakan dan pengkayaan sumberdaya
tKant tersehut

3 Model operasional pemanfaatan melalui pengembangan perikanan tangkap
3.1 Penetapan tujuan dan lokasi pemanfaatan

Menurut Undang-undang Ri Tahun 1983, pemantaatan tersebut harus diarahkan secara terpudu dengan
memperhatikun kelestarian sumberdava schingga mantaat tersebut dapat dirasakan schesar-beswrnya bagi
masyarakat dan bangsa Indonesia.  Sedangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 pasal 6,
pemanlaatan tersebut harus dilakukun dengan sasaran tercupainya pemsnfaatan yang optimal dan
berkelanjutan serta terjaminnya kelestanian sumberdava ikan dan ekosisternnya sendiri. Untuk kepentingan
helestarian sumberdaya tkan dan eKosistemnya, Pemerintah perlu menetapkan suatu kedsan kritis yang
membahayakan dan dapat membahayakan bagi stok ikan, spesies, dan lokasi penangkapan di wilayah
pengelolaan perikanan Rl Permlihan lokasi penangkapan vang lermasuk kawasan konservasi laut harus
berkoordinasi pengelola Kawasun. Pertimbangan pemilihan lokast dupat berkaitan dengan syazat tcknis
vang hurus dipenuhi untuk sustu jens ikan yang ingin dimanfaatkan 4y kawasan.

Unluk kawasan konservasi laut yvang ditungsikan sebagar sistem penvangga kehidupan misalnya suaka
penthanan. twenurut No, 5 tahun 1990 TPemerintah menctapkan 1erlebih duhulu lokasi scbagar kawasan
perhndungan sistem peuyvanges kehidupun, pola dasur pembinaan lokasi tersebut, dan pengaturan tata cara
prmanfuotin havwasan perlindungun sistem penyangga kehidupan.  Menunit Undang-undang Nomor 31
Tublun 2004, UL No. 5 Tahun 1990, dan Caode of Conduct for Responsible Fishenes penctapan lokasi
sebugai suaka perixanan didasatkan pada tingkat keanekaragaman jenis ikan yang sada, yang mana bila
tingkat keunekursgaman hayatifjenisnya tinggi dapat menjadi kawasan suaka perikanan; penetapun lukas)
sehagal taman nastonal laut didasarkan pada keaslian ekosistem yang kemudiun dimanfaatkan untuk 1ujuan
penelitian, pengembangan ilmy pengetahuan, penunjang budaya, dun rekreasi; dan penetapan lokas
sebagar taman wisitya perairan lebih didasarkan pada dava tarik lokasi (panta:, pelombang ams, alam laud,
dan lain-lnin} sebagar lokasi wisata, Penetapan lokasi dengan tungsi lindungnya ini akan mempernmudah
pemilihan kegiatan penkanan tangkap veng dilakukan.

3.2 Jenis sumberdaya ikan yang ditangkap

Dalam perspektif hukum nasional, jenis sumberdaya iXan vang diperbolehkan ditangkap di kawasan
kanservasi laut adalah semua jenis ikan vang tidak dilarang dan tidak terancam punah serta usaha
penangkapannya tdak menyebabkan kerusukan, Namun demikian. jenis i biss berbeda untuk setiap
Liwasan Konservast laut, wergantung fungsi kawasan, daya dukung dun polu pengembangan kawasan,

Dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 31 Tuhun 2004, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1990
tentang Konservast Sumberdaya Alam Elayati dan Lkoststemnya, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985,
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dan fungsi kawasan konservast laut, maka jenis ikan yang holeh ditangkap di kawasan konservasi laut
meliputi:

(1} Jenis ikan tersebut tidak termasuk jenis yang dilindungi dan langka.
(2y Jenis ikan tersebut tidak mempunyai stok terbatas (JTB rendah).
{3) Jenis ikan tersebut tidak mengharuskan usaha penangkapan yang merusak lingkungan.

(4) Jenis ikan/biota laut tersebut tersebut tidak berfungsi scbagai pembunuh hama atau penyakit vang
merusak ekosistem kawasan.

{5) Jenis ikan tersebut bukan komponen utama rantai makanan yang bila keberadaannva terpanggu
merusak keseimbangan ekosistem di kawasan.

(6} Jenis ikan tersebut fidak terlarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan
dari wilayah negara kesatuan RI

{7) Jenis ikan tersebut tidak sedang diteliti atau diuji coba untuk pengembangan kawasun konservasi
laut.

{8) Jenis ikan terscbut tidak berfungsi sebagai penunjang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan budaya.

(9) Jenis ikan tersebut tidak termasuk dilarang menurut Perda, tata milui lokal dan lainnya vang
berlaku di kawasan konservasi laut.

Secara spesifik jemis ikan yang boleh ditangkap di kawasan konservasi laul dengan tung) sebagai suaka
perikanan, taman wisata perikanan, dan taman nasional laut adalah |

{1) Suaka perikanan . jenis ikan yang bolch ditangkap adalah jenis ikan yang ttdak langka, tidak
stoknya lerbatas, bukan pembunuh hama dan penyakit, dan bukan menjadi komponen utama
ranta1 makanan.

(2) Taman wisata perikanan : jenis ikan yang boleh ditangkap adalah jenis ikan yang tidak berfungsi
sebagal pembunuh hama dan mengharuskan usaha penangkapan yang merusak lingkungan sangat
dilindung dari kegtatan penangkapan.

{3) Taman nasional laut : jenis ikan yang boleh ditangkap adalah jenis ikan yvang tidak sedang
diteliti, tidak termasuk penunjang ilinu pengetahuan, pendidikan dan budaya.

Dalam operasionalnya, penentuan dun pemilihan jenis ikan yang boleh ditangkap di suatu kawasan
konservasi laut dapat dikoordinasikan dengan pengelola kawasan dan tenaga pengawas/penyuluh vang
ditunjuk di seliap kawusan konservasi laut.

3.3 Pemilihan alat tangkap

Menurut Code of Conduct for Responsible Fisheries Pasal 8, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004,
kegiatan penangkapan ikan khususnya Ji kawasan konscrvasi laut tidak boleh menggunakan peralatan dan
buhun berbuhaya. Secara umum, peralatan dan bahan yang berbahaya adalah atat tanghkap tidak selekuf,
dan sarana atau bangunan merusak lingkungan dasar peraican, bahan peledak, bahan biologis, dan buhan
kimia beracun. Perufatan dan bahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan
fumlah dan keragaman ikan potensial serta dapal menyebabkan kerusakan fisik pada kawasan konservast
laut.

Secara khusus berkaitan dengsn alat tangkap, untuk memilih dan mengidentifikasi alat tungkap apakah
termasuk ramah lingkungan atau berbahaya, dapat mengacu kepada panduan umum (Monintja 2000, di
dalam Baskoro 2003) : mempunyai selektivitas yang tinggi, tidak merusak habitat, menghasilkan ikan
berkualitas tinggi, tidak membahuyakan netayan, produknya tidak membahayakan konsumen, by-catch
rendah, dampak ke biodiversity rendah, tidak membahayakan ikan-ikan yang difindungi, dun dapat diterima
secara sosial. Tabel 1. menunjukkan prioritas persyaratan alat tangkap di suska perikanan, taman nasional
laut, dan taman wisata perairan.
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Tabel 1. Prioritas persyaratan alat tangkap yang dioperasikan di kawasan konservasi Faut

Prioritas Persyaratan Alat Tangkap

Persyaratan Sl}aka Taman Ta.man

No. Alat Tangkap Perikanan  Nasional Laut P\:::iart:n
1. Mempunyai selektivitas yang tinggi ¥ y

2. Tidak merusak habitat v v

3 Menghasilkan ikan berkualitas tnggn

4. Tidak membahuyakan nelayan i ¥

5. Produksi tidak membahayakan kensumen v

6. By-cateh rendah |

Dampuk ke hiadiversity rendah N
4 Tulak membahavakan ikan-ikan yang dilindungs v
9. Dupat diterima secara sosial N ¥

Sumber : Mustaruddin et al (2005}

Meskipun berdasarkan ‘Tabel 1. terdapat persyaratan prioritas, tetapt ke-9 persyaratan alat tangkap tersebut
harus dipenuht oleh semua alat tangkap yang  dioperasikan di kawasan konservasi laut.  Kegiatan
identifikasi alat tangkap menggunakan persyaratan tersebut khususnya alat tangkap temuan baru dapat
mengacu kepada prosedur wnum pengujian peralatan dan mesin operasi, yaitu :

{1) Analisis data-data lcknis alat tangkap (desain, spesifikasi, metode operasi, dan daerah/zona
penggunuan vang dianjurkan)
{2) Analisis data-data uji coba dani pabrik atau pembuat
{3) Analisis dulu-data alat tangkap sejens atau serupa
(4} Uji coba pengoperasian alat tangkap di lapangan
Sebelum pengwian tersebut, alat tangkap dimaksud sehelumnya secara fisik harus suduh lulus .

(1) Kesesuaian ukuran fisik dengan persyaratan yang telah ditetapkan

{2} Kesuaian penampakan fisik dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat
tersebut

(3) Alat tangkap tersebut tidak termasuk alat tungkap terlarang

3.4 Penyiapan armada penangkapan

Dulam rangka menjamin pemantastan melalui keglatan pertkanan tangkap yang berkelanjutan i, maka
armada penangkapan juga harus memenuhi beberapa persyaratan adminstratit yang ditetapkan berkaitan
dengan perizinan, tanda pengenal, dan lainnya, Dengan mengacu kepada Code of Conduct for lesponsible
Fisherfes dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, maks dalam hal perizinan scmua armada
penangkapan vang beroperasi untuk tyuan mata pencoharian den kegiatan komersial diharuskan
Mmempunyal 171n penangkapan, yang antara lain terdin dari SIUP, 8181 dan SIKPI  Armady penangkapan
tersebut Juga harus didaftar sebagar kapal perikanan Indonesia schingga memperoleh keabsuahan,
Pendaftaran tersebut harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, identitas pemilik, dan surat ukur. Agar
tidak terjudi penyvalahgunuan, srmada penangkapan vang sudah didaftar barus diberi tanda pengenal
berupa:

(1) Tanda selar, tanda selar i penting sebapan identitas Kapal.
{2) Tanda duerah penangkapan; tanda ini penting untuk:
a.  Menghindari penangkapan berleihan di daerah konservasi karena setisp armada punya

ducrsh penangkapan masing-masing.
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b.  Jumlah armada yang beroperasi bisa diduga berdasarkan daftar yang ada.

¢ Secara jangka panjang keberlanjutan sumberdaya ikan dan biota lainnya di kawasan
konservast laut dapat dijaga.

(3) Tanda jalur penangkapun, tanda jalur ini penting untuk menghindari sengketa nelayan karena
nelayan tahu dan saling mengawas) tentang jalur-jalur mana yang boleh dan tidak boleh ditalui
dalum kegiatan penangkapan. Dari segi ekosistem, pengaturan jalur ini mengurangi pencemaran
berlebihan di suatu jalur skibat kepadatan penangkapan.

(4) Tanda alat tangkap; tanda ini penting untuk mengontrol jenis ikan atau biota yang ditangkap oleh
statu armada, schingga tidak terjadi penangkapan ilegal terutama terhadap biota-biota tertentu
yang langka dan dilindungi.

Tanda pengenal tersebut dapat meminimalisir peluang terjadinya konflik penangkapan karena setiap
armada telah ditetapkan jalur penangkapannya.

3.5 Operasi penangkapan ikan

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 pasal 9, alat tangkap dan armada yang tidak sesuai
dengan ukuran vang ditetapkan, tiduk sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk alat tangkap/anmada
tipe tertentu, dan terlarang penggunaannya tidak boleh digunakan dalam operusi penangkapan di wilayah
pengelolaan perikanan R1. Disamping itu, operasi penangkapan yang dilakukan harus menunjukkan
kinerja :

(1} Minimum jumlah ikan yang dibuang

{2) Mintmumn hasil tangkapan bukan target

(3) Minimum dampak penangkapan spesics terhadap keseimbangan rantai makanan, ekosistem

terzmbu Karung, dun biodiversity Kawasan
(4) Minimumn limbah operasinya

Pada ssut operasi penangkapan dalam wilayah pengeloiaan perikanan R1, armada penangkapan harus
mengibarkan bendera Indonesia sebagui tandak yuridiks: wilayah, Ketentuan ini berfaku untuk semua
warga negara/badan hukum Indonesiz maupun lainnya yang mendapat izin penangkapan. Lebih lanjut
dalam ketentuan Code of Conduct for Responsible Fisheries, armada penangkupun ikan yang suduh
mengibarkan bendera tersebut tidak boleh menangkap 1kan di laut lepas atau perairan yang menjadi lingkup
yuridiksi negara lain kecuali armada penangkapan tersebut memiliki sertifikat pendaftaran dan telah
dictorisasikan menangkap fkan oleh otoritas berwewenang. Armada penangkapan yang diotorisasikan
menatigkap ikan & laut lepas atau perairan yang metyadh lingkup yuridiksi negara lain harus menyertakan
tanda penangkapan diskui secara intemasional.

Dalum kuitan dengan identitas operasi, asrmada penangkapan Indonesia harus memasang tunda
pengenal/tanda selar, tanda daerah penangkupan, tanda jalur penangkapan, dun tanda alat tangkap. Tanda-
tanda tersebut dimaksodkan untuk memudahkan pengawas perikanan dan pengelola kawasan
melaksanakan tugasnya dalam rangkah menjamin pemanfaatan berkelanjutan, Bila dalam operasi, armada
penangkapan yang melintasi perairan yang menjadi lingkup yuridiksi negara luin maka menurut Undang-
undang Nomor 31 Tahun 2004 wajib menyimpan alat penangkapannya di dalam palka (tidek bolch
dioperasikan} selama beradu di daerah penangkapun yang tidak diizinkan melakukan penangkapan.

118




4  Model pengembangan kelembagaan dan SDM perikanan tangkap
4.1 Kelembagaan perikanan tangkap

Kelembaguan sangat diperlukan untuk  mengoptinalkan Kegiatan pemantaatan sumberdava di lokasi
sasaran  Ketentuan Code of Conduct for Responsible Fisheries menekan perlunya jaminan suatu Kerangka
kebijakan, hukum, dan kelembagaan vang teput yang diadopsi untuk mencapai pemanfaatan yang
berkelanjutan dan terpadu dengan memperhatikan kerentanan ekosistem, sifut terbatas sumberdaya, dan
peningkatan  kesejahtersan masyvarakat.  Kerangka kebijghun dan  Kelembagaan  terscbut  harus
memperhatikan hak nelavan kecil yang secara temurun memenuhi Kebutulian hidup di kawasan konservasi
laul.

Pemerintuh perlu untuk mendorong, mengerakkan, membantu, dun melindungl usaha nelayan mefalui
wsaha kelompok nelayan dan koperasi perikanan (Undang-undang Nomot 9 Tahun 1983). Bentuk riil
peran tersebut, misulnya pembangunan duan pembinaan prasarana umum perikanan, pengaturan pemasaran
hasi] tangkapan dan penyediaan skim melalui hoperas: perikanan,,

Pengaturan pemasaran hasil tangkapan oleh koperast perikanan dimaksudkan untuk meringankan
putigutan-pungutan karenu dapat dipikul bersama, menghimdari sengketa dalam pembagian lokast
usthw/pemasaran. dan memperluas jangkauan pemasaran, Untuk penyediaan skim kredit bagi nelayan
keeil, Tndang-undang Nomor 31 Tahun 2004 menchankun perlunya skum kredit tersebut dengan bunga
mnjaman yung rendah sesuai dengan kemampuan nelavan kecil

4.2  Pengembangan SDM perikanan tangkap

Untuk tetap meminimalistt fuman ervor dulam penangkapan. maka paru ABK dan nelayan Kecil perlu
diberikan pendidikan, pelatiban, bimbingan tehms, dan penvuluhan.  Kegiatun-kegiatan tersebut dapat
dilakukan atus inisiatif pengelola kawasan atau Pemerintah Daerah bekenjasama dengan beberapa Iembaga
vang betkompeten alam kaitan dengan netavan kecil, dapat dibina dan diberdayakan melalul penyediaan
skim kredit bark untuk modal usaha maupun untuk biaya operasional dengan mengedepankan ¢

(1) Kemudahan persyaratan
(2) Bunga pinjaman vang rendah
{3} Sesua dengan kemampuan nelavan

Berkuttan pelatthan dun penvuluban, nelavan harus mempunyal sikap open minded (lerbuka) terhadap
uformust dan komunikast yung ada dun terjadi, Dengan sikap 101, nelayan dapat secara mandin menambah
petipctahuan dan ketrampilan berkaitun operast penangkapen vang dapst diandalken.  Sedangkan
pengetahuan dan keterampelan vang perlu ditranster ke nefayan di Kawasan konservasi laut {Mustaruddin
dkk, 200%) minmal menyangkut

(1) Tengelahuan umum tentang penangkapan tkan di laut,

(2) Pengetahuan dun wawasan tentang jems tkan dan biota laut lainnva yang dilindungi dan cara
perlindungannya,

(3} Pengetuhan dan keterampilun teknik-teknik penangkapan ikan ramah hngkungan, teknik-teknik
pengoperasian ammada, eknk memilih fishing ground yang tepat di kawnsan konservast luut, dun
lain-lain

(4) Pemshaman tentang perangkat-perangkat hukum yang mengatur kegiatan penangkapan dan
usaha perikanan laut laimnya di kiawasan konservasi laut.

Supayu nanizat pelatihan dan penyuluhan berkelanyutan, maka dapat ditunjukkan perwakilan nelayun yang
meniadi tenaga pandamping atuu fasilitator bapt vang lunnya, Tenaga pendamping atau tasilitator tersebut
sehathnya mempunyai latar belakang pendidikan vang memadai, sehingga mudsh dan lengkap menyerap
berbagar mivomass dan mentransfernya he anggota, Untuk kontinywitas pengembangan SDM in1, dapal
diluhukan dengan bekerjasama dengan perguruan tinggl dan lembaga penyuluh vang ada di sekilar Kawasan
konservas laut,
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